KEPFUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWES] TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL- QAYYIMAH
KABUFATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
FROVINEI SULAWESI TENGGARA,
Menimbemg n.ha&mdaimmgkami&knnmmtunmamﬁ}
Peraturan Menteri Agamas MNomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perty memberikan izin
operasional terhadap Reaudhatul Athfal Swasta di lingkungan
Eantor Wilayah Kementerlan Agama Provinsi Sulawes! Tenggara;

b. bahwa dalam ranghs meningkatkan alkses peadidikan medraseh
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyaraleat melahai
organizasi berbadan hultum untul menyelengparakan madrasah
zesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. behwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini telah memenuhi persyaratan sdministratif, telenis,
dan kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa herdasarkan pertimbangan schageimana dimalsud dalam
huraf a, b dan © di atas, pedu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerdan Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
tentang Pemberian lzin Operasional Pendirian Reudhatul Athfal
Al- Qayyimah Kabupaten Buton.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomer 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301};

2. Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Daossn
(lembaran Negara Republie Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarc
Nasional Pendidilean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomar 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana teleh diubah dengan Peraturan
Pemerintoh Nomor 32 Tebun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Maszional Pendidilkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namaor 54 10);

4, Perafuran... 't
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. Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidiltan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomer 90, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 4863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17, Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lemberan Negara Republile
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 5150} schageimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157

. Peraturan Menteri Pendidiken Nasional Nomer 24 Tehun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dagar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekoleh Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyahs

_ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidilean di Kabupaten/Kata;

_ Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
mmdmmmmwmmsm
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomer 208
schagaimana telah dinbah dengan Peraturan Menteri Agame
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama lstam pada Bekolah [Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor a84);

. Peraturan Menterl Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertkal Kementerian Agama
(Bedta Hcmﬁagpﬂukludmmhﬁhm 2012 Nowmar 831

_ Peraturan Menteri Agama Momor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) scbagaimana telah diubah
dengan Peraburan Menteri Agama Nomor 60 Tabun 2015 tentang
Perubaban Atas Peraturan Menter! Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggarasnl Pendidilan Madrasah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733};

MEMUTUSKAN ... }
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Menetnphkan : KEPUTUBAN KEPALA KANTOR

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEND
ATHFAL AL- QAYYIMAH HKABUPATEN BUTON.
endirian madrassn leepada

KESATU i Memberikan izn pperasional P .
[nm Lampiran

Randhatul Athisl sebagaimiand tercantum o red
yung menzpakan bagian tidak terpisahlkan darl [eputisan il

KEDUA . Getelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhntul Athfal yang
berpangirutan wajil:
4. Menyumpaikan laporan perkembangan gaudhatul Athfal
kepads Kepala Kantor Kementerian Agamin Y20 memuat
paling sedikit perkembangin jumlah peserin didil,
pelaksenean kurdoalum. pelaksanuan penenRan alandar
sarand prasarans, dan pelaksanann peme
pendidil dan tennga kependidikan; dan/atint
. Mengejukan pendaitaran visitnsi akreditast Poud/RA
kepada BAP Paud dan PNF sesuni ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Dikoam KEDUA huruf s dinilai memenubi
standar pelayanan minimal penyelenggarnan  pendidikan
danfatau hasl alereditasi sebagnimana dimaksud Diktum
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal €, maka izAn
operasional sebagnimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tetap berlalu.

KEEMPAT i Dalam hel perkembangan Raudhatal Athfal sebagaimana
dimaksud dalem Dilcum KEDUA huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanon  minimal penyelenggaraan  pendidikan
danfatau hasil nlreditasi sebagaimana dimaksud Diktun
¥EDUA huraf b tdale mendapat peringkat minimal €, maka
izin up:rut-iunal sebagaimani dimaksnd dalam  Diktum
KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Kendari
Pada tangeal 15 Januari 2019
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL- QAYYIMAH
KABUPATEN BUTON

[DENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OFERASIONAL

Nama Madrasah RA. AL- QAYYIMAH
2 |Nomor Statistilke Madrasah 101274040019
3 |Alamat Madrasah JL. POROS KABUNGEA - WANGU-ANGU

Desa [ Kelurahan Winning
Kecamatan Pasar Wajo

Kabupaten Buton

Provinsi Sulawesi Tenggara
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-

QAYYIMAH WINNING

4 |Mama Organisasi Penyelenggara

5 |Akte Notaris Organisasi No. 50 Heamit Prioegt, SH Tangeal ©
Penyelenggara Februari 2018

6 |Pengesahan Akte Notaris C 173.HT. 03.C1-Th. 1996 Tanggal 23 Mei
Organisasi Penyelenggara 19248

KEPALA KANTOR WILAYAH
EMENTERIAN AGAMA
AVINST SULAWESI TENGGARA
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